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PUTUSAN
Nomor 2584 K/Pid.Sus/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama :  CHOIRUL WAFA bin H. BASUNI (Alm.);

Tempat Lahir . Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/18 Agustus 1972;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Dawung RT.04/RW.03, Desa Besuki,
Kecamatan Udanwau, Kabupaten Blitar atau
Dusun Tapan RT.03/RW.02, Desa Bakung,
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;

Agama . Islam;

Pekerjaan . Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

1.  Menyatakan Terdakwa CHOIRUL WAFA bin H. BASUNI (Alm.) terbukti
bersalah telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), sebagaimana Dakwaan
Kesatu Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2.  Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOIRUL WAFA bin H. BASUNI
(Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor: 311/25/X/98, tanggal 2
Oktober 1998 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.  Menyatakan Terdakwa CHOIRUL WAFA bin H. BASUNI (Alm.) terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan
orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana Dakwaan Alternatif
Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)
tahun berakhir;

4.  Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor: 311/25/X/98, tanggal 2
Oktober 1998;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
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5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
1116/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 September 2022
Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Akta Pid.Sus/2022/PN Blt
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan
bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal
26 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan
demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut

Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
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Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena

putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex facti
Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum
dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan
hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara
yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang
terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Siti
Laili Yuhana adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sejak tahun
1998 dan dari perkawinan tersebut, Terdakwa dan Saksi Siti Laili Yuhana
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terlahir kembar yang diberi nama
Umi Farah Nur Imama dan Umi Farih Nur Imami. Terdakwa dan Saksi Siti
Laili Yuhana serta anak-anaknya tinggal bersama di Dusun Dawung
RT.04/RW.03, Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.
Kemudian sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa meninggalkan rumah
tersebut karena bertengkar dengan Saksi Siti Laili Yuhana yang disebabkan
karena Saksi Siti Laili Yuhana keberatan terhadap Terdakwa yang menjual
sebidang tanahnya kepada seseorang yang bernama Sundari. Sejak
Terdakwa meninggalkan rumah, Saksi Siti Laili Yuhana dan anak-anaknya
tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa sehingga Saksi
Siti Laili Yuhana terpaksa memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya
dengan hasil dari tanah sawah dan ternak ayam yang ditinggalkan oleh
Terdakwa, namun ayam-ayam tersebut semua telah mati dan tanah sawah
yang ditinggalkan Terdakwa tidak bisa lagi digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari Saksi Siti Laili Yuhana dan anak-anaknya;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka perbuatan materiil Terdakwa

telah memenuhi unsur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu)
tahun telah tepat karena diantara Terdakwa dengan Saksi Siti Laili Yuhana
telah terjadi perdamaian;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi
tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak
sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan
menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui
batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada
KEJAKSAAN NEGERI BLITAR tersebut
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- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes
Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota serta Diah Rahmawati, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Tid. Tid.
Yohanes Priyana, S.H., M.H. Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
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Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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